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Perusahaan pertambangan batubara dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia didasarkan atas
suatu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan Pemerintah Indonesia dengan
yang memiliki sifat lex specialis derogat lex generalis. Di dalam PKP2B tersebut mengatur segala hak dan
kewajiban bagi kedua pihak atas kegiatan usaha termasuk mengenai pajak-pajak dan lain-lain kewajiban
perusahaan.

Latar belakang penulisan ini didasari karena adanya perubahan kebijakan publik dalam perpajakan atas
pengenaan PPN atas hasil tambang batubara sgjak reformasi perpajakan tahun 2000 dengan diterbitkannya
suatu kebijakan dalam PP Nomor 144 Tahun 2000 yang mengubah status batubara menjadi Barang Tidak
KenaPgjak (BTKP). Dalam implementasinya, proses kebijakan tersebut melalui ketentuan dan peraturan
perundang-undangan perpajakan (instrument fiscal arrangements) menimbulkan perubahan persepsi antara
otoritas perpajakan dengan Wajib Pajak sehingga menyulitkan administrasi PPN. Selain itu, diterbitkannya
PP tersebut kurang memenuhi asas-asas perpajakan dan perundang-undangan maupun konsepsi dari PPN
atas nilai tambah dari hasil tambang batubara. Usaha-usaha dari Wajib Pajak sendiri berupaya kepada
pemerintah untuk menunda PP tersebut karena akan merugikan investor maupun harga batubara Indonesia di
pasar internasional .

Oleh karena itu atas dasar permasal ahan-permasal ahan tersebut, maka dalam penulisan ini bertujuan untuk
melakukan kajian atau analisis terhadap perubahan kebijakan PPN atas pengusahaan pertambangan batubara
di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi analisis dengan teknik
pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan dokumen serta penelitian lapangan melalui kuesioner
dan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan analisis, bahwa perumusan kebijakan dalam PP tersebut sebagai pelaksana UU PPN hendaknya
tidak mengubah atau mengesampingkan ketentuan pada undang-undang yang memiliki kedudukan Iebih
tinggi dalam mengatur hal yang sama (lex superiors derogat lex inferior). Demi menciptakan kepastian
hukum, penyempitan atau perluasan materi tidak dibenarkan menambah norma-norma baru serta tidak dapat
mengganti ketentuan perundangan-undangan lama sepanjang mengatur hal yang tidak sama (lex posteriori
derogat lex priori). Bagi PKP2B yang terbagi dalam tiga generasi (Generasi |, |1 dan 111), adanya kebijakan
tersebut akan membawa konsekuensi pada masing-masing generasi mengalami perlakukan pengenaan PPN
yang tidak sama.

Pada akhir tulisan ini, penulis memberikan input bagi pemerintah sebagai tax policy maker , sovereign tax
power dan government as resources owner dalam menetapkan kebijakan PPN atas hasil tambang batubara
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demi memaksimalkan penerimaan negara sehingga menimbulkan keadilan (equality), kepastian (certainty),
kemudahan (convenience) dan tidak menimbulkan biaya tambahan ekonomi (economy) bagi masing-masing
generasi.



